BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 71’ TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

bahwa untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten
dan profesional perlu dilakukan pengaturanr dalam proses
perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan maka
dapat berasal dari pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau
dari Penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari luar instansi
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan tentang Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil dari, Dalam
dan ke Instansi di Luar Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanhg Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, tentang
Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun
2016 Nomor 4 );



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

MEMUTUSKAN :

PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelengara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaa urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonomi;

Bupati adalah Bupati Pangkajene dan kepulauan;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah;

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut, pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

Badan Kepegawaian, Pedidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya
disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan kepulauan;

Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah
instansi pemerintah selain Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

Pegawai Pindahan adalah:

a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
yang melakukan pindah tugas ke instansi diluar pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;

b. Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;

c. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang melakukan pindah tugas di
Lingkungan Pemerintah Daerah.



12, Pegawai yang dipekerjakan (Titipan) adalah “
a. Pegawai Negeri Sipil Pemerlntah Kab.Pangkep yang dltugaskan ke Instansi
Pemerintah diluar Pemerintah Kab.Pangkep untuk jangka waktu tertentu,
atau
b. Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kab.Pangkep
yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan
untuk jangka waktu tertentu;

13. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat formasi adalah jumlah
dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan
organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangkat
waktu tertentuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

{1) Maksud perpindahan adalah untuk pendistribusian Pegawai Negeri Sipil dari
Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki Pegawai Negeri Sipil lebih ke
Perangkat Daerah /Unit Kerja yang kekurangan;

(2) Tujuan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk pembinaan (penyegaran,
peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi dan perluasan wawasan)
Pegawai Negeri Sipil;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

(1) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke Instansi di luar Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

(2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam
lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

(3) Pegawai Negeri Sipil Titipan.
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BAR IV 3 AGIAN HUKUM
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE INSTANSI
DI LUAR PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

(1), PNS dari Instansi lain dapat mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah
Daerah apabila :
a. Mengikuti penugasan suami yang bekerja pada satua POLRI/TNI dan
b. Mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzul atau sakit yang

bertempat tinggal di Daerah.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai
Negeri Sipil memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pindahan dilakukan secara selektif dan didasarkan
pada formasi pada tahun berjalan yang tersedia dilingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah keluar ke Pemerintah
Daerah/Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menimal 5 (lima) tahun;

b. Memiliki persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian instansi asal atau
pejabat yang berwenang;

c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh
pejabat yang berwenang;

d. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh

pejabat yang berwenang;

Memperoleh surat keterangan babas temuan dari Inspektorat setempat;

Surat keterangan tidak memiliki hutang pitang dari BANK

Bagi PNS guru harus melampirkan DKG ( Daftar Kebutuhan Guru)

Melampirkan SK Penugasan Suami yang dilegalisir;

Surat keterangan sakit atas nama orang tua dari Rumah Sakit disertai dengan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili
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Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil Instansi dari Luar Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Provinsi/Kabupaten yang akan pindah ke Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menimal 2 (dua) tahun;

b. Memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pejabat pembina
kepegawaian instansi asal;

c. Tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin yang
dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setempat/Pejabat
yang dilegasikan;

d. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar dan Tidak sedang dalam masa lkatan

Dinas Pasca Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian setempat/Pejabat yang dilegasikan;

Memiliki prestasi kerja serendah-rendahnya baik untuk 1 tahun terakhir;

Memperoleh keterangan bebas temua dari Inspektorat setempat

Surat keterangan tidak memiliki hutang pitang dari BANK

Melampirkan SK penugasan Suami/Istri yang dilegalisir;

Surat keterangan sakit atas nama orang tua dari Rumah Sakit disertai dengan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili

b= S )

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemindahan
Pasal 8

Tata cara pemindahan pegawai pindahan dari instasi diluar pemerintah Daerah ke

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meliputi :

a. Calon pegawai pindahan mengajukan surat permchonan sebagai pegawai
pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal kepada
Bupati Up.Sekretaris Daerah Kabupaten dengan melampirkan berkas persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

b. Calon pegawai pindahan yang lulus seleksi admnistrasi akan dipertimbangkan
untuk diajukan ke Bupati dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pasal 9

Tata cara pemindahan pegawai pindahan dari Pemerintah Daerah ke Instansi diluar

Kabupaten/Kota dan Provinsi meliputi :

a. Calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan sebagai pegawai
pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian instansi a ada
Bupati Up.Sekretaris Daerah Kabupaten dengan melampirkan berkas persyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

b. Calon pegawai pindahan yang lulus seleksi admnistrasi akan dipertimbangkan
untuk diajukan ke Bupati dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;




BABYV

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

berdasarkan atas Formasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja

Permohonan Pegawai Negeri Sipil Guru yang akan Pindah dilakukan secara
selektif dan didasarkan pada kebutuhan guru dan hanya dilakukan 2 kali dalam

setahun untuk dimutasikan ke sekolah lain.

Pasal 11
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Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah antar Perangkat

Daerah/Unit Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah/

Unit Kerja dilaksanakan berdasarkan atas :
a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan /atau
b. Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka :

a. pendistribusian PNS dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki PNS

lebih ke Perangkat Daerah/Unit Kerja yang kekurangan;

b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan,
keterampilan dan intergritas berdasarkan atas formasi jabatan pada Perangkat

Daerah/Unit Kerja;

c. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi dan

perluasan wawasan) Pegawai Negeri Sipil;
d. penenpatan/penugasan PNS sesuai dengan domisili.

ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila :

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju membutuhkan sesuai dengan

formasi dan;

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja asal menyetujui permohonan pindah pegawai

tersebut

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah/
Unit Kerja berdasarkan atas kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah/
Unit Kerja atas permohonan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
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Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah vang mengajukan permohonan pindah antar

Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b

paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 5 (lima) tahun

b. mendapatkan persetujuan pindah secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah /
Unit Kerja lama dan baru;

c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin;

d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan

tugas belajar atau ikatan dinas;

semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua)

tahun terakhir; dan

f. bagi Pegawai Negeri Sipil Guru melampirkan Daftar Kebutuhan Guru (DKG)

o

Bagian Ketiga
Tata cara

Pasal 13

(1). Tata cara permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah antar
Perangkat Daerah/unit kerja harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
a. PNS mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Bupati dengan
melampirkan kelengkapan berkas:
1. foto copy SK CPNS;
2. foto copy SK kenaikan pangkat terakhir ;
3. rekomendasi dari tempat tugas lama dan baru;
4. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin
atau sedang menjalani hukuman disiplin; dan
5. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas
pasca menyelesaikan tugas belajar ikatan dinas.

b. Setelah menerima permohonan pindah sebagaimana di maksud pasal 13 ayat
(1) dalam huruf a, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
melakukan seleksi/penelitian data terhadap permochonan pindah/mutasi
Pegawai tersebut untuk dibuatkan pertimbangan ke Bupati dan memutuskan
permohonan pindah di setujui atau di tolak yang di sampaikan kepada
Pegawai Negeri Sipil permohonan; dan

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah memproses penetapan
dan penempatan pindah/mutasi PNS yang permohonannya di setujui.



BAB VI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TITIPAN

Bagian Kesatu
Umum
Pegawai Negeri Sipil Titipan dari Instansi lain ke Pemerintah Daerah
Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 14

(1.) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang akan mengajukan menjadi Pegawai
Negeri Sipil titipan pada instansi lain harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

(3)

(1)

a.
b.
.

d.

telah berstatus PNS ;

mendapatkan persetujuan dari Bupati;

tidak sedang dalam proses hukum ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan pernyataan yang
bersangkutan, dan diketahui oleh instansi asal; dan

tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan wajib
tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.

alasan yang biasa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai Pegawai
Negeri Sipil titipan dari Pegawai Pemerintah Daerah ke instansi lain adalah
karena:

a.

Mengikuti penugasan suami diluar daerah.

penugasan/penempatan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi penugasan/penempatan pada instansi lain, yakni:

Fw o a0 o

Lembaga Negara;

Kementrian;

Lembaga Pemerintah Non Kementrian;

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Republik Indonesia;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah;

Organisasi Internasional yang diakui Persatuan Bangsa-Bangsa.

Bagian Kedua
Pegawai Negeri Sipil Titipan dari Pemerintah Daerah ke Instansi lain
Persyaratan
Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang akan mengajukan permohonan
menjadi Pegawai Negeri Sipil Titipan pada instansi lain harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:



2).

(4).
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(2)

@)

telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;

mendapatkan persetujuan dari Bupati;

tidak sedang dalam proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana , dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan
yang bersangkutan, dan diketahui oleh instansi asal; dan

d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan
wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.

oo P

Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai Pegawai
Negeri Sipil Titipan dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ke instansi lain
adalah karena:

a. Mengikuti penugasan suami di luar daerah.

. Penugasan/penempatan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

meliputi penugasan/penempatan pada instansi lain, yakni:
Lembaga Negara;

Kementerian;

Lembaga Pemerintah Non Kementrian;

Tentara Nasional Indonesia;

Kepolisian Republik Indonesia;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan usaha Milik Daerah dan

Organisasi Internasional yang diakui Persatuan Bangsa-Bangsa.
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Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3] harus berdomisili dan
berkantor di luar daerah.

Bagian Ketiga
Jangka waktu

Pasal 16

Jangka waktu penempatan Pegawai titipan paling lama 1 {satu} tahun, terhitung
mulai tanggal keputusan penetapan sebagai Pegawai Titipan dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila Pegawai Negeri Sipil ingin memperpanjang masa titipan, diwajibkan
mengajukan surat permchonan perpanjangan titipan dari Perangkat Daerah/unit
kerja asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku titipan sebelumnya
berakhir.

Apabila Pegawai Negeri Sipil Titipan ingin kembali ke Pemerintah Daerah,
diwajibkan mengajukan surat pengembalian titipan dari instansi lain kepada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah paling lambat 1 (satu)
bulang sebelum masa berlaku titipan berakhir.
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Pasal 17

Tata cara perpindahan Pegawai Titipan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

a.
b.

(1).

).

3)

Mengajukan permohonan menjadi PNS titipan secara tertulis kepada Bupati;
Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, mengajukan permohonan menjadi
PNS titipan kepada pimpinan instansi lain yang dituju dengan melampirkan
kelengkapan berkas;

1. Fotokopi keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS,
keputusan pangkat terakhir, dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang
dilegalisir;

2. Fotokopi kartu tanda penduduk,kartu keluarga, dan akte nika;

3. Dckumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya:

a Fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami dari yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang
pada instansi lain tempat suami betugas/ bekerja yang dilegalisir;

b. Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang
menjalani hukuman disiplin; dan

c. Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas
pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas.

4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah memproses

pesetujuan permochonan Pegawai Titipan setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Pegawai  Negeri Sipil Instansi Lain yang menjadi Pegawai Titipan pada

Pemerintah Daerah mempunyai hak dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat

Daerah/tempat bertugas atau bekerja yang bersangkutan, antara lain :

a. Daftar hadir;

b. Penilaian Kinerja;

c. Prasarana dan sarana kerja/tugas;

d. Cuti dan

e. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu
Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain diluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi asal;
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang menjadi Pegawai Titipan pada
Instansi Lain mempunyai hak dari Instansi lain tempat bertugas atau bekerja
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi lain tempat
bertugas/bekerja yang bersangkutan

(4) Hak gaji dan hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah selain tunjangan penambahan
penghasilan atau tunjangan sejenisnya



Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil Instansi lain yang menjadi Pegawai titipan pada Pemerintah
Daerah mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
a. bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
c. melaksanakan tugas yang diberikan dan
d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah
(2) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang menjadi Pegawai titipan pada
Instansi Lain mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Daerah, sebagai
berikut :
a. mengirimkan daftar kehadiran yang ditandatangani oleh atasan atau pimpinan
paling rendah Pejabat Struktural Eselon III (Administrator);
b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau
pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III (Administrator);
c. menjaga citra Pemerintah daerah
d. melaporkan pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional tertentu;
e. melaporkan berakhirnya dan kebutuhan perpanjangan Pegawai Negeri Sipil
Titipan;

BAB V
KETENTIUJAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Dalam hal tertentu dipandang perlu dan berdasarkan kebutuhan Organisasi maka
Bupati dapat menerima perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah
Kabupaten berdasarkan syarat dan mekanisme yang diatur dalam pasal 6 dan
Pasal 9.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Permohonan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang telah diajukan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini, maka proses perpindahannya tetap dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



ARSIP

BAB VII BAGIAN HUKUM
‘KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.
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